LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 43 TAHUNO@? SERI' A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

Menimbang a. bahwa sehubungan dengan adanya Pembentukannisasya
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang yang menyebabka
pergeseran antara unit organisasi, antara keg@danantar jenis
belanja maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahuggaran
2007;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaraksiich pada huruf
a diatas, perlu menetapkan Perubahan APBD Tahugakag 2007
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pataban
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat @étggara
Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentangkPBjami dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia TaH885
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Urndamgr 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia dat@04
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor
3569);



10.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentangkPagerah dan

Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tal

1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubdi@nesia

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undadgng

Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik led@n

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara bRkepu
Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentangMB®alehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Repubdidnesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara fRkpu
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubahatkebgdang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Républi
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaregafsd
Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang élenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolasi Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199éndo75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@wit)3

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kgama Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200&dto47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2#s)4

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rddiaraan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabo®4 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nd8&b);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang BErtukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara bRepu
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaragand
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Rksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara @dramb
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Edrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangi8i®erencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik nexia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara bRkepu
Indonesia Nomor 4421);
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Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtd 2bmor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesraoNd437
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N@mahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peéngetang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atasng-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahageraba
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republiloriadia
Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Rlepub
Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangmBangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintalzaralD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noh&®,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@$)4

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2004rignt Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nobi@,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@8)4

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200Jarignt Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@i 280mor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiandlo
4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004ngnKedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Deé®eawakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndoriEsiaun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturarerip&h
Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik led@n
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200%rignPengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Rkpubl
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005arigntStandar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republitomesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4503);
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 rtgnRinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T2 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiandlo
4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005angntDana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indoneatau 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005angntSistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reputdignesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara ldRepu
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005angntHibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nohd9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&ior )4

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200%rignPengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon€afaun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Reputidianesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005angntPedoman
Penyusunan dan Penerapan Pelayanan Standar Mithiemabaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, bEdran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005arngntedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penaribtaérah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nohéb,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&@3 )4

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 rignfaelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaxmgara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahambagan
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007arignPerubahan
ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahud 2&(tang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan @iagg
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TaR006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 TaR006 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan B&agejah
Tahun Anggaran 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 TaR007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Pengangdgn
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjancasopel
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tasama

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana

Operasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomomt&inT 1990
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ke Tiganbaran
Daerah Tahun 1991 Nomor 11 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang NomomHunT 2000
tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan RancangeatuRan
Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah TafQf 2
Nomor 1 Seri D.1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomora#&n 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedamgb@ran
Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomofab@n 2003
tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumetalmgn
2003-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang T2008
Nomor 39 Seri D.38);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang NomomhunT 2006
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daeralupktan
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang T2006
Nomor 9 Seri D.3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang NomomHunT 2007
tentang Prosedur Perencanaan Penganggaran Daeflalpaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang T200ih
Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor RnT2007
tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Didabaipaten
Sumedang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);



